BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.300, 2018 KEMEN-LHK. Pengelolaan Pengaduan  atas
Dugaan Pelanggaran oleh ASN. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN
OLEH APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.63/Menhut-1I/2014 telah ditetapkan ketentuan tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan atas Penyalahgunaan
Wewenang, Pelanggaran dan Tindak Pidana Korupsi
Lingkup Kementerian Kehutanan;

b. bahwa adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdampak
terhadap tata kelola penanganan pengaduan masyarakat,
maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan
Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesai Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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11.

12.

13.

14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/5/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-
I1/2011 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 76);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik secara Nasional;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.83/Menlhk-Setjen/2015 tentang
Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88);
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Memperhatikan :

Menetapkan

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata
Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran

dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/ M.PAN RB/
06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak
Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan
maupun tulisan dari setiap orang sebagai
Pengadu/Pelapor atau informasi dari masyarakat lainnya
kepada Inspektorat Jenderal mengenai indikasi terjadinya
penyalahgunaan  wewenang, pelanggaran  disiplin,
pelanggaran kode etik, hambatan pelayanan kepada
masyarakat dan korupsi.

Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan
masyarakat yang isinya mengandung informasi atau
adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau terjadinya
penyalahgunaan  wewenang, pelanggaran  disiplin,
pelanggaran kode etik, hambatan pelayanan kepada
masyarakat dan korupsi yang mengakibatkan kerugian
masyarakat/Negara dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.

Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah
pengaduan masyarakat yang isinya mengandung

informasi berupa saran, kritik yang konstruktif dan lain

sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat.

Tata Cara Pengelolaan Pengaduan/Whistleblowing Sistem
adalah proses kegiatan yang meliputi penyampaian
informasi pengaduan, penerimaan, penelaahan, idensus,
audit investigatif, penyampaian perkembangan dan hasil
penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang
diadukan.

Penelaahan Pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau
mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis
pengaduan dan kewenangan penanganannya oleh

penelaah.



